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A. Umum 

SURAT EDARAN 

NOMOR : 19 · /SE/M/2016 

TENT ANG 
PEMBERLAKUAN 1() (SEPULUH) PEDOMAN 

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN 

Dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur PUPR, perlu 
memberlakukan 10 (sepuluh) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan 
dengan Surat Edaran sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan 
bida11g jalan dan jembatan, sebagai berikut: 

1. Pedoman penentuan Indeks Kondisi Perkerasan (!KP) (Pd 01 - 2016 -
BJ 

2. Pedoman pemeliharaanjalan kerikil (Pd 02 - 2016 - BJ 
3. Pedoman metode uji lendutan menggunakan Light Weight 

Deflectometer (LWD) (Pd 03 - 2016 - B) 
4. Pedoman penambalan penuh perkera.sa.n beton bersambung tanpa 

tulangan (Pd 04 - 2016 - B) 
5. PedL man pengelolaan lingkungan kerja di lokasi Asphalt Mixing 

Plant (AMP) (Pd OS - 2016 - B) 
6. Pedoman survei pengu.kuran berat sumbu kendaraan dengan metode 

statis (Pd 06 - 2016 - B) 
7. Pedoman survei pengukuran berat sumbu kendaraan dengan metode 

dinamis (Pd 07 - 2016 - B) 
8. Pedoman perencanaan manajemen risiko pada kegiatan 

pembangunan terowongan (Pd 08 - 2016 - B) 

9. Pedoman sistem pengambilan keputusan untuk pernilihan 
terowongan jalan atau galian lereng tinggi (Pd 09 - 2016 - B) 

10. Pedornan survei dan pemetaan dalam pembangunan jalan (Pd 10 -
2016 - B) 



B. Dasar Pembentukan 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Pekerjaan Umum da..'1 Perumahan Rakyat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan; 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 0'1 /PRT /M/2012 
tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang 
Jalan; 

C. Maksud dan Tujuan 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Para Pejabat Eselon I 
dan Eselon II di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pen.imahan Rakyat, 
perancang, perencana dan pelaksana Jalam: 

1. Penentuan Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) sehingga program 
pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan serta prioritas 
penanga..'1an kerusakan perkerasan sesuai dengan kondisi kinerja 
perkerasan eksisting; 

'2. Pemeliharaan jalan kerikil agar dapat dilewati dengan nyaman pada 
kecepatan 70 km/jam; 

3. Pengukuran lendutan dengan alat Light Weight Def1ectometer (LWD} 
yang diperoleh dapat digunakan untuk pera..11cangan tebal 
perkerasan jalan serta evaluasi kekuatan struktural lapisan 
perkerasan; 

4. Penambalan penuh sebagai tindakan untuk memperbaiki berbagai 
kerusakan pelat beton seperti retak melintang, retak memanjang, 
kehancuran sudut (comer break), ledakan (blowup), gompal, 
kerusakan di dekat tambalan lama, don kerusakan tarnbalan lama; 



S. Pengelolaan lingkungan kerja di lokasi AMP dalam penyelenggaraan 
jalan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan 
menanggulangi dampak negatif serta menjaga kualitas fungsi 

lingkungan hidup; 

6. Pengumpu!an data berat sumbu kendaraan dengan metode statis; 

7. Pengurnpulan data berat sumbu kendaraan dengaI1 metode dinamis; 

8. Pembangunan terowongan jalan untuk mendapatkan informasi 
risiko-risiko yang akan dihadapi dan tindakan-tindakan yang dapat 
dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut; 

9. Penentuan pilihan antara konstruksi terowongan jalan atau galian 
lereng tinggi pada jalan baru dengan topografi pegunungan agar 
lebih sisternatis, komprehensif, konsisten dan realistis; 

10. Kegiatan survei dan pemetaan untuk pekerjaan pembangunan jalan 
dan jembatan. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Surat Edaran in'. meliputi pemberlakuan Pedoman 
sebagai berikut: 

1. Pedoman penentuan lndeks Kondisi Perkerasan (!KP) (Pd 01 - 2016 -
B) 

Pedoman ini menetapkan penentuan Indeks Kondisi Perkerasan 
(IKP) mas jalan yang terdiri atas perkerasan beton aspal dan 
perkerasan kaku melalui survei visual dan prosedur survei kondisi 
perkerasan di lapangan. 

2. Pedoman pemeliharaan jalan kerikil (Pd 02 - 2016 - B) 

Pedoman ini menetapkan menetapkan persyaratan bahan, metode, 
ketentuan tingkat kepentingan penanganan dan jenis pemeliharaan 
permukaan jalan kerikil 

3. Pedoman metode uji Iendutan .menggunakan Light Weight 
Dejlectometer (LWD) (Pd 03 - 2016 - B) 

Pedoman ini meliputi pengukuran Iendutan pada permukaan 
perkerasan dan juga pada perkerasan tanpa penutup menggunakan 
alat Light Weight Dejlectometer (LWD). Alat LWD ini sering juga 
disebut sebagai alat Portable Falling Weight Dejlectometer (PFWD). 
Lendutan yang diukur dengan alat LWD bisa digunakan untuk 
menghitung modulus elastisitas dari iapisan perkerasan dengan 
menggunakan teknik"teknik perhitungan balik. 



4. Pedoma11 penambalan penuh perkerasan beton bersambung tanpa 
tulangan (Pd 04 - 2016 - B) 

Pedoman im menetapkan ketentuan bahan dan prosedur 
penambalan penuh perkerasan beton bersambung tanpa tulangan 
yang rneliputi pembongkaran, penggantian dan pengendalian mutu. 
Pada pedoman ini diuraikar; mengenai pemilihan Iokasi dan batas
batas perbaikan, pernilihan bahan perbaikan, pemulihan transfer 
beban, dan penentuan kapan perkerasan dapat dibuka untuk lalu 
lintas. 

5. Pedoman pengelolaan lingkungan kerja di lokasi Asphalt Mixing Plant 
(AMP) (Pd 05 - 2016 - BJ 

Pedoman in.i menetapkan 
lingkungan kerja di lokasi 

ketentuan mengenai pengelolaan 
AMP meliputi lingkungan kantor, 

lingkungan laboratorium, dan lingkungan produksi AMP. 

6. Pedoman survei pengukuran berat sumbu kendaraan dengan metode 
statis (Pd 06 - 2016 - B) 

Pedornan ini menetapkan ketentuan dan prosedur penimbangan 
berat sumbu kendaraan dengan metode statis yang meliputi kriteria 
lokasi penimbangan, kriteria peralatan dan personil serta prosedur 
keamanan, keselamatan dan prosednr keadaan darurat. Dalam 
pedoman ini tidak menyertakan metode penimbangan statis 
jembatan tirnbang. 

7. Pedoman survei pengukuran berat sumbu kendaraan dengan rnetode 
dinamis (Pd 07 - 2016 - B) 

Pedoman ini menctapkan ketentuan dan prosedur survei berat 
sumbu kendaraan dengan metode dinarnis yang meliputi kriteria 
lokasi penirnbangan, peralatan, personil, keamanan, keselamatan, 
dan prcsedur keadaan darurat. Pedoma..'1 survei berat sumbu 
kendaraan dengan metode dinamis berdasarkan penimbangan 
kendaraan truk raenggunakan peralatan dan sensor penimbang 
sumbu kendaraan baik secara menerus maupun sesaat. 

8. Pedoman perencanaan manajemen risiko pada kegiatan 
pembangunan terowongan (Pd 08 - 2016 - BJ 

Pedornan ini menetapkan ketentuan dan prosedur perencanaan 
manajemen risiko pada kegiatan pembangunan terowongan jalan, 
yang meliputi penilaian risiko, pengendalian risiko serta komunikasi 
dan konsultasi. Kegiatan manajemen risiko yang dibahas pada 
pedoman ini adalah manajemen risiko pada tahap perencanaan, 
selama masa proses pengadaan dan tahap konstruksi terowongan 
jalan. 



9. Pedoman sistem pengambilan keputusan untuk pemilihan 
terowongan jalan a tau galian lereng tinggi (Pd 09 - 2016 - B) 

Pedoman ini menetapkan ketentuan tentang sistem pengambilan 
keputusa.n dalam menentukan pemilihan konstruksi terowongan 
jalan atau galian lereng tinggi pada jalan baru dengan terrain 
pegunungan. Sistem pengambilan keputusan ini dilakukan dengan 
menggunakan model yang didasarkan pada cakupan dan 
ketersediaan data. Cakupan model sistem pengambilan keputusan 
meliputi Analytical Hierarchy Process (AHP), pohon keputusan, dan 
Laplace. 

10. Pedoman survei dan pemetaan dalam pembangunan jalan (Pd 10 -
2016- B) 

Pedoman ini menetapkan ketentuan tentang survei dan pemetaaI1 
untuk p"!mbangu.nan jalan pada tahapar1 prastudi kelayakan, studi 
kelayakan, perencanaan jP..lan termasuk desain dasar dan Detail 
Engineering Design (DED), pelaksanaa.n, dan pa.ska pelaksanaan. 

E. Penutup 

Surat Edaran i.ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Oktober 2016 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 

Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 
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Prakata 

Pedoman survei dan pemetaan dalam pembangunan jalan ini digunakan sebagai acuan atau 
pegangan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan dalam 
pekerjaan pembangun?n jaian dan jembatan. 

Pedoman ini dipersiapkan o!eh Kornite Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa 
Sipil pada Subkomite Teknis 91-01-$2 Rekayasa Jalan dan Jembatan melalui Gugus Kerja 
Geoteknik Jalan, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat. 

Pedoman ini disusun mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 08:2007 dan dibahas 
dalam forum rapat konsensus yang diseienggarakan pada tanggal 14Apri! 2015 di Bandung, oleh 
Subkomite Teknis, yang melibatkan para narasumber, pakar dan !embaga terkait dengan 
melibatkan para narasumber, pakar dan !embaga terkait. 
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Pendahuluan 

Pedoman survei dan pemetaan dalam pembangunan jalan dapat memberikan panduan praktis 
untuk para pengguna dalam pekerjaan jalan. Petunjuk ini dimulai dari tahapan perencanaan, 
tahapan konstruksi, dan tahapan paskakonstruksi. Dengan menggunakan pedoman ini 
diharapkan pada tahapan perencanaan, surveyor mengetahui tahapan survei dan pemetaan agar 
hasilnya dapat digunakan untuk proses desain. Pada tahapan konstruksi, surveyor harus 
memahami cara untuk rnemindahkan gambar rencana ke gambar di lapangan. Pada tahapan 
paska konstruksi, surveyor harus bisa melakukan pemetaan as built drawing. 

Kegiatan ini sangatlah penting bagi perencanaan pembangunan ataupun perneliharaan jalan dan 
dapat digunakan sebagai alat manajemen yang dapat menghemat biaya. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu pedoman YE!ng dapat digunakan sebagai acuan atau pegangan untuk 
merencanakan dan rne!aksanakan survei dan pemetaan untuk pekerjaan jalan. Pedoman ini 
mencakup peran surveyor dalam melakukan survel dan pemetaan dalam tahapan perencanadn, 
konstruksi. dan paskakonstruksi jalan. 

iii 



Survei dan pemetaan dalarn pembangunan jalan 

1 Ruang llngkup 

Ruang lingkup kegiatan dari pedoman ini adalah sebagai berikut: 

a. Pedoman survei dan pemetaan untuk pembangunan jalan pada tahapan prastudi kelayakan. 
b. Pedoman survei dan pemetaan untuk pembangunan jalan pada tahapan studi kelayakan. 
c. Pedoman survei dan pemetaan untuk pembangunan jalan pada tahapan perencanaan jalan 

termasuk desain dasar dan Detail Engineering Design (OED). 
d. Pedoman survei dan pemetaan untuk pembangunan jalan pada tahapan pelaksanaan. 
e. Pedoman survei dan pemetaan untuk pembangunan jalan pada tahapan paska pelaksanaan. 

Untuk leobih jelasnya ha! tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 

Studi 
kelayakan 

Perencanaan Pelaksanaan I 

Survei dan pemetaan 

Pascapelaksanaan 

Gambar 1 • Survei dan pemetaan dalam pernbangunan jalan 

2 Acuan normatif 

Dokurnen raferensi di bawah ini harus digunakan dan tidak dapat ditinggalkan untuk 
melaksanakan pedoman ini. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan informasi 
geospasial nasional 

Peraturan Kepala Badan lnformasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem referensi 
geospasial Indonesia 2013 

Pd T-18-2005-B, Pedoman studi ke/ayakan proyek jalan dan jembatan 

Pd T-19-2005-B, Pedoman prastudi kelayakan proyek jafan dan jembatan 

Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum Tahun 20'!0 

Petunjuk Teknis Datum dan Sistem Koordinat di Indonesia Sadan lnformasi Geospasial 2005 

3 lstilah dan definisi 

Untuk tujuan penggunaan pedoman ini, istilah dar. definisi berikut digunakan. 

3.1 
datum 
titik referensi di permukaan bumi terhadap posisi pengukuran yang dibuat 
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3.2 
fotogrametri 
teknik untuk mendapatkan geometri dari sebuah objek yang didapatkan dari hasil pemotretan foto 
udara 

3.3 
meta data 
informasi singkat alas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, 
distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data 

3.4 
LiDAR (Light Detection and Ranging) 
sebuah teknoiogi deteksi jarak jauh optik yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk 
menemukan jarak dan/atau informasi lain cfari target yang jauh 

4 Tim survei dan pernetaan 

Tim suNei dan pemetaan adalah sebagai berikut: 
a. Memahami proses pernbuatan peta. 
b. Memahami sistern koordinat. 
c. Mengerti prinsip dasar peralatan yang digu:iakan dalam kegiatan suNei dan pemetaan antara 

lain: GPS, teodolit, total station, ala! sipat datar, fotogrametri, dan liDAR 
d. Memahami tata laksana pengawasan proyek jalan/sertifikat pengawasan. 
e. Memahami stake out/setting out, perhitungan luas dan volume. 

Tim survei dan pemetaan pada tahapan prastudi dan studi kelayakan jalan adalah sebagai berikut: 
a. Penanggung jawab. 
b. Penanggung jawab minimal lulusan Sarjana Teknik Geodesi atau Geomatika dengan 

pengalaman mii'limal 2 tahun dalam bidang swvei dan pemetaan jalan. 
c. Pelaksana. 
d. Pelaksana minimal D1 SuNei dan Pemetaan dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam 

bidang swvei dan pemetaan jalan. 
e. Pembantu pelaksana. 
f. Pembantu pelaksana adalah minimal SMK Survei dan pemetaan. 

5 Tahapan survei dan pemetaan daiam pembangunan jalan 

5.1 Pra-studi kelayakan jalan 

5.1.1 Standar skala pernetaan 

Prociuk survei dan pemetaan dalam tahapan prastudi kelayakan jalan dinyatakan dengan minimal 
ska la 1: 10. 000. Ketelitian dari produk peta dalam kegiatan ini adalah 5 meter. 

5.1.2 Metodologi pra-studi kelayakan jalan 

Metodologi survei dan pemetaan untuk mendapatkan peta dengan skala ini antara lain: 

a. Studi peta dan citra satelit dalam rangka penentuan jalur alternatif pembangunan jalan. 

b. Survei fotogrametri sepanjang jalur alternatif rencana trase yang sudah ditentukan. 
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c. Survei GPS untuk pemasangan Ground Control Point (GCP) dan lie point, dengan spesifil<asi 
pengukuran sebagai berikut: 
1. alat yang digunakan adalah GPS Geodetik minimal Tipe L 1 
2. rnetode yang digunakan adalah Rapid Static atau Real Time Kinematic 
3. sebaran posisi Bench Mark {BM) sesuai dengan sebaran yang ada pada peta rencana 

survei fotogrametri untuk triangulasi udara 

d Pen!dolahan fotogrametri dilakukan dalam beberapa tahapan berikut ini: 
1. triangulasi udara pada foto udara menggunakan sebaran titik koordinat GCP dengan 

software khusus, seperti Summit Evolution 
2. restitusi foto tunggal dengan malakukan rektifikasi foto udara sehingga foto udara berada 

pada bidang datar 
3. peny•Jsunan mozaik foto untuk seluruh foto udara 
4. untuk mendapatkan informasi kontur harus dilakukan proses orthophoto menggunakan 

foto stereo 
5. µlotting planimetris dilakukan untuk rnendapatkan nilai koordinat pada setiap foto udara 

bergeoreferensi 
6. plotting kontur 

e. Dilakukan pengecekan ke lapangan untuk meni!ai kesesuaian obyek yang di survei 
fotogrametri dan kesesuaian posisi horizontal dan vertikal. 

f. Proses kartografi dalam pembuatan pata hasil fotogrametri. 

g. Peta yang dihasilkan dapat berupa Peta Foto dan Peta Garis (Peta Land Use, Peta Topografi, 
dan Peta Land Cove1). 

Secara umum tahapan survei dan pemetaan dalam pra-studi kelayakan jalan dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
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Persiapan 

Data Sekunder 
Peta Topografi RBI 
Peta Citra Sa!ellt 

Peroncanaan 
Survei Foto Udara 

fr--------<[ Survei Fcto Udara 

Survei GPS Geodetik 

Restnusi foto tunggaf 

Penyuevnan 
Mozaik 

Peta Fata 

T riangulc:isi Udara 

Peta Land Use Skafa 
1·1nnnn 

Pemotrelan Udara 

Resatusi feta stereo 

Plotling 
konrur 

Peta Garis 

Peta T opografi 
Skala 1 : 10.000 

/nterpretasi foto 

Plolfing 
olanimetri 

Pengecekan 
laoanQan 

Peta Land Cover 
Skala 1:10.00C 

Peta Jalur" Rencana Jalan 

Selesai 

Gambar 2 - Taha pan survci dan pemetaan dalam pra-studi kelayakan 

Acuan titik kontrol horizontal harus menggunakan Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN) yang 
dimiliki BIG atau Sadan Pertanahan Nasional (BPN). Datum Horizontal yang digunakan adalah 
Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN95). 
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Prociuk yang lain yang harus ciiberikan oleh tim survei cian pemetaan pada tahapan kegiatan pra
studi kelayakan jalan dan jembatan adalah sebag<;i berikut: 
a. Potongan memanjang dari rencana trase jalan. 
b. Potongan melintang sesuai keinginan highway engineer. 

Apabiia desain rencana trase sudah ciikeluarkan oleh highway engineer, Tim survei dan pemetaan 
membantu tim perhitungan kuantitas cialam hal dimensi. 

5.2 Stucii kelayakan 

5.2.1 Standar skala pemetaan 

Prociuk survei dan pemetaan dalam tahapan stucii kelayakan jalan minimal skala 1 :5.000. Pada 
kegiatan ini, ketelitian dari produk peta acialah 2.5 meter. 

5.2.2 Metodologi studi kelayakan jalan 

Metodologi survei ci<in pemetaan pada tahap studi kelayakan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Peta jalur rencana jalan produk pemetaan pra-studi kelayakan menjadi peta dasar pentlntuan 
alternatif trase. 

b. Penentuan alternatif trase menghasilkan data center line trase dan penentuan batas ruang 
milik jalan yang sudah ditentukan sesuai area yang diperlukan untuk kebutuhan desain teknis 
terkait dengan po!ongan dan timbunan (cut and fiil). 

c. Survei lapangan dilakukan sebagai orientasi persiapan survei pemetaan studi kelayakan. 

d. Dalam pelaksanaan survei dimulai dengan pembuatan kerangka dasar pemetaan melalui 
kegiatan berikut ini: 
1. Pembuatan BM dibangun 2 titik (1 pasang) jarak per titik maksimal i 00 meter dan harus 

saling terlihat untuk rnendapatkan nilai azimut awal dan akhir dalam pengukuran 
Kerangka Dasar Horizontal cta:i Kerangka Dasar Verikal, setiap pasang BM dibangun 
pada jarak 1 km · 

2. Survei GPS geode!ik dilakukan pada BM yang sudah terbangun 
3. Kerangka Dasar Horizontal menggunakan metode poligon terbuka terikat sempurna 

menggunakan alat Total Station dengan ketelitian 5" 
4. Kerangka Dasar Vertikal menggunakan metode sipat datar 

e. Staking out titik koordinat center line dengan jarak antar titiknya 25 meter. 

f. Stakmg out titik koordinat batas ruang milik jalan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 
jarak maksimal per 50 meter. 

g. Pemetaan topcgrafi dengan skala 1 :5000, apabila daerah yang dipetakan suli! untuk 
dilakukan pemetaan terestris maka metode lain seperti Lidar dapat dilakukan. 

h. Pengukuran kedalaman air pada sungai atau perairan yang terlewati trase jalan dilakukan 
pengukuran batimetri menggunakan alat echosounder dengan posisi horizontal dengan 
menggunakan GPS geodetik metode DGPS atau Real Time Kinematic (RTK). 

i. Potongan memanjang dari rencana trase jalan dengan skala horizontal 1:100 dan skala 
vertikal 1: 100. 

j. Potongan melintang per 25 meter center line sepanjang batas ruang milik jalan, skala 
horizontal 1: 100 dan skala vertikal 1: 100. 
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Secara umum tahapan survei dan pemetaan dalam studi kelayakan jalan dapat dilihal pada 
Gambar 3. 

Mulai 

.,\. 

Peta Jalur Rencana Jalan 

Penentuan . 
Alternatif Trase 

I I 

Data Center line Trase Batas Ruang Milik Jalan 

• 
Survei Lapangan 

I 
I I I I 

Pembuatan BM Survei GPS Kerangka Dasar Kerangka Dasar 
Horizontal Vertikal 

I • • ... 
Kerangka Dasar Pemetaan 

I 

... ... t ... v 

StakinqOut Staking Out Batas Pemetaan Pemetaan Profil Pemetaan Profit 
Centerline Ruang MiliY. Jalan Topografi Memanjang Melintang 

• .,\. "- i J. 
Patok Patek Peta Topografi Profil Profil 

Centerline 
Batas Ruang Skafg 1 : 5000 Memanjang Melintang Milik Jalan 

Gambar 3 - Tahapan survei dan pemetaan dalam studi kelayakan Jalan 

5.3 Perencanaan (desain dasar dan desain rinci) 

Tahapan survei dan pemetaan dalam perencanaan desain dasar dan disain rinci dapat dilihat 
pada Gambar 2. Metode yang dibahas dalam survei dan pemetaan dalam kegiatan ini adalah 
metode terestris dengan menggunakan peralatan total station dan ala! sifat datar. 
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I Penetapan: 
1. Hasil yang diinginkan 

2. Metode 
3. Peralatan 
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2. Peta topografi 

3. Potongan melintang 
4. Potongan memanjang 

TlDAK 

Pengukur .:in tilik 
kerangka dasar vertikaJ 

Gambar 4 - Tahapan survei dan pemetaan dalam perencanaan desain dasar dan desain 
rinci 

Tahapan dimulai dengan penetapan spefikAsi dari kegiatan survei dan pemetaan. Penetapan 
dilakukan oleh highway engineer. Segala kebutuhan highway engineerdalam rangka pembuatan 
desair. harus dengan jelas disampaikan kepada penanggung jawab. Hal-hal yang umumnya 
diieti:lpkan adalah sebagai berikut: 

a. Hasil yang diinginkan meliputi ketelitian dari produk, batasan area survei dan pemetaan dan 
objek yang akan dipetakan didiskusikan sebelum dilakukan kunjungan lapangan. Hal ini 
bertujuan agar keinginan highway engineer terpenuhi oleh tim survei dan pemetaan. Untuk 
keperluan desain jembatan, skala peta umumnya menggunakan peta dengan minimal skala 
1:500. Untuk keperluan jalan, skala peta umumnya menggunakan peta dengan minimal ska\a 
1:1000. Batasan area survei dan pemetaan adalah daerah Ruang Milik Jalan dan daerah
daerah khusus yang diperlukan untuk keperluan ana/isis yang lebih lanjut. Objek yang akan 
dipetakan harus terdefinisi dengan jelas. Metode yang digunakan untuk keper/uan survei dan 
pemetaan di darat ada/ah metode terestris dengan berbagai kombinasi a/at seperti total 
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station, teodolit, alat pengukur jarak digital, alat sipat datar, GPS, dan lain sebagainya. 
untuk pengukuran di perairan adalah melode batimetri. 

b. Kunjungan lapangan dilakukan setelah diskusi dilakukan pada poin sebelumnya. H<isil; 
kunjungan lapangan dapat memberikan masukkan pada poin sebelumnya. 

c. Pengukuran titik kerangka dasar terbagi menjadi dua: 1) pengukuran titik kerangka dasar 
horizontal dan 2) pengukJran titik kerangka dasar vertikal. 

d. Patok Bench Mark (BM) dan patok sementara dipasang sepanjang jalur rencana jalan dengan 
interval 300 meter. 

e. Datum horizontal yang digunakan adalah Datum Geodesi Nasional 1995. Sedangkan untuk 
datum vertikal bisa mengacu kepada titik tinggi Bakosurtanal atau titik-titik lain sesuai dengan 
kebutuhan. 

Setetalah penetapan spesifikasi bersama-sama, baru dilakukan pengukuran yang terdiri dari 3 
jenis pengukuran: 

a. Pengukuran titik kontrc1 (Bench Mark} dengan menggunakan GPS geodetik dengan 
menggunakan metode diferensicil. Titik referensi yang digunakan titik yang dimiliki 
Bakosurtanal ataupun BPN. Epok dan mask angle pengukuran GPS adalah masing-masin 15 
detik dan 12°. Lama pengukuran untuk garis dasar (baseline) 10 km adalah 3 jam. Hal yang 
paling penting dalam penempatan titik kontrol yang akan diukur dengan GPS adalah lokasinya 
tidak terhalang oleh bangunan atau pepohonan dengan tujuan untuk menghindari obstruksi 
sinyal GPS. 

b. Titik kontrol memegang peramm penting dalam pelaksanaan pengukuran. Semua awal 
pengukuran mengacu pada titik kontrol ini. Spesifikasi titik kontrol mengacu kepatla titik 
kontrol Bakosurtanal atau BPN. 

c. Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal (KDH). Pengukuran KDH umumnya dilakukan 
dengan metode poligon (traverse). Kesalahan linear dari pengukuran poligon maksimal 
adalah 1:5000. Disarankan pengukuran poligon dilakukan sebanyak 1 seri. Data dari hasil 
pengukuran diolah dengan menggunakan metode Bowditch ataupun metode kuadrat terkecil. 

d. Pengukuran Kerangka Oasar Vertikal (KDV). Pengukuran KDV umumnya menggunakan 
metod"' trigonometris ataupun sipat datar. Untuk metode trigonometris, pengukurannya 
umumnya bersamaan dengan pengukuran KDH. Data dari pengukuran tinggi dengan metode 
trigonometris umumnva diolah dengan menggunakan metode Bowditch atau kuadrat terkecil. 
Untuk metode sipat datar, pengukuran dilakukan dengan metode pulang-pergi. Ketelitian 
vertikal bisa mengacu kepada Federal Land Highways Class A ataupun Class B. Class A 
memiliki akurasi 0.008m'1K, dimana K adalah panjang dari jalur sipat datar. ~lass B memiliki 
akurasi 0.020m. 

Conteh hubungan dari 3 pengukuran di alas dapal dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 - Pengukuran titik kontrol, KDH, dan KDV 

Setelah semua pengukuran KDH dan KDV rnasuk ke dalam spesifikasi yang telah ditetapkan, 
selanjutnya dilakukan pengukuran situasi. Pengukuran situasi terdiri dari pengukuran model titik 
ketinggian yang nantinya akan digunakan untuk rnernbuat kontur dan pengukuran tema yang telah 
ditetapkan dalam spesifikasi. Misalnya: Agar pembangunan jalan tidak mengganggu pipa gas 
bawah tanah, maka perlu dilakukan pengukuran dengan tema pipa gas. Sehingga pipa gas akan 
menjadi elemen penting dalam proses desain jalan. Titik investigasi dan penyelidikan seperti 
lokasi pengujian CBR, bor teknik, dan scndir adalah hal yang harus dipetakan untuk mendapatkan 
stratigrafi dan konsistansi tan ah yang tepat. 

Data pengukuran situasi akan diolah dengan perangkat-perangkat lunak seperti perangkat lunak 
yang mempunyai kemampuan untuk pengolahan datap engukuran. Selain itu, ada juga 
perangkat-perangkat lunak yang memang spesifik untuk mengolah data pengukuran seperti 
Autocad Mf!p 3d, Land Desktop Development, ArdG/S Desktop, 12d, dan masih banyak lagi 
perangkat-perangkat lunak lainnya. 

Hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Peta topografi hardcopydalam skala 1:500 ataupun 1:1000. 
b. Peta topografi softcopy dalam format CADD dimana 1 unit dalam GADD adalah sama dengan 

jarak 1m. Koordinat dalam sistem GADD harus merupakan koorciinat proyeksi. 
c. Potongan memanjang clan potongan melintang. 
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i\pabila produk peta telah selesai, tim survei dan pemetaan dan tim desain 
untuk melakukan pengecekan hasil survei dan pernetaan. Apabila teiah u1oi;tc11u1. 

pemetaan harus membuat laporan yang terdiri dari: 
a. Pendahuluan, meliputi latar belakang dan tujuan survei dan pernetaan, peralatan, 

tim, dan prosedur keselamatan. 
b. Metodologi, meliputi spesifikasi dan metode survei dan pemetaan. 
c. Pelaksana::in, penjelasan mengenai pelaksanaan di lapangan. 
d. Hasil, peta topografi, potongan memanjang, potongan melintang dan meta data. 
lampiran, data mentah (data belum diolah), sertifikat kalibrasi ala!, dan buku lapangan. 

5.4 Pelaksanaan 

Prinsip survei dan pemetaan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan jalan adafah 
menjaga agar posisi desain yan terdiri dari posisi horizontal dan vertil<al sedapat m..ingkin sesuai 
dengan desain. Dua kegiatan utama dalam survei dan pemetaan untuk pelaksanaan 
pembangunan jalan adalah: 
a. Setting out/staking out 
b. Monitoring 

Pela: 
1. Desain Alinemen Vertikal 

2. Desain Alinemen 

l Horisontal 
3. Batas Cut and Fill 

i 
SATU 

X, Y,Z - SI STEM . 
KOORDINAT 

~ -
Mengacu pada Theodolil, 

bench mark atau Waterpas, T olal 

I titik bantuan/ 
poligon 

Sta lion 

i 
STAKING OUT DI ~ 

LAPANGAN 

Gambar 8 - Prinsip setting out/stake out 

Staking out/setting out adalah suatu proses untuk memindahkan gambar desain ke lapangan. 
{ Elevasi yang tertera di desain harus diaplikasikan ke lapangan. Setiap bentuk desain jalan pasti 
·.·.··. memiliki data spasial (x, y, z). Data spasial dari desain ini semaksimal mungkin harus bisa 
:.ditempatkan di lapangan. Prinsip staking out/setting out dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Langkah-langkah settingout/slake out adalah sebagai berikut: 

a. Pendataan setiap nilai koordinat x, y, z dari setiap alinemen vertikal, aiinemen horizontal, serta 
batas cut and fill. 

b. Penetapan acuan titik. Di areal konstruksi harus terdapat titik bantu atau Bench Madcsebagai 
acuan ala! ukur untuk melakukan staking out. Minimal terdapat dua titik yang ada di areal 
staking out. 

c. Pengukuran staking out. 

Conteh pengukuran staking out untuk penentuan elevasi tirnbunan jalan dan penentuan centerline 
ja!an di lapangan dapat di!ihat pada Garnbar 9 dan Garnbar 10. 

I Rambu Ukur 

E!evasi Tlmbunan 
Rambu Ukur 

BM·Tltlk Bantu 

Tanah yang akan ditirnb•Jn 

Garn bar 9 - Staking out elevasi tlmbunan jalan 
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Galiis center~ne Jalan 

Gambar 10 - Staking out centerline jalan 

Kegiatan kedua adalah monitoring. Prinsip monitoring dalam survei dan pemetaan dalam kegiatan 
pelaksanaan jalan dan jembatan adalah untuk memantau pergerakan horizontal/vertikal dari 
suatu objek akibat dari kondisi saat pelaksanaan. Sebagai contoh: monitoring penurunan 
timbunan pada daerah tanah lunak, dan monitoring penurunan pondasi tempat berdirinya piton 
pada jembatan cable stayed. 

5.5 Paska pelaksanaan 

Paska pelaksanaan merupakan perulangan dari tahapan awal pemetaan. 

6 Petunjuk praktis bagi sur;eyor untuk pekerjaan supervisi pekerjaan jalan 

Petunjuk praktis surveyor untuk pekerjaan supervisi geoteknik jalan dapat dilihat pada 
Gambar 11. 
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Gambar 11 • Petunjuk praktis surveyor untuk supervisi 

6.1 Tahapan persiapan pengukuran 

Hal-hal yang harus diperhatikan: 
a. Ketelitian pengukuran. 
b. Peralatan yang digunakan dan sertifikatnya. 
c. Metode yang digunakan. 
d. Spesifikasi titik control. 
e. Interval kontur. 
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f. Standar tata letak gambar. 
g. Prosedur keselarnatan, 
h. Titik referensi yang digunakan. 
i. Objek-objek apa saja yang akan diarnbil, terrnasuk di dalamnya objek-objek penyelidikan 

tanah seperti sondir, bor teknik, geolistrik, dan objek lain yang diperlukan sesuai kebutuhan. 
j. Mernbuat laporan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tujuan, hasil, peralatan dan 

sertifikat kalibrasinya yang rnasih berlaku, personil, jadwal ke~a. dan rnetode pengukurannya. 

6.2 Tahapan pelaksanaan pengukuran 

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 
a. Ketersediaan forrnulir ukuran poligon, sipat datar, dan pernetaan situasi serta sketsanya. 
b. Mernastikan keberaadaan data pengukuran yang direkarn secara elektronis. 
c. Mernbuat laporan harian. 
d. Mengecek penornoran dan penarnaan titik kontrol. 
e. Mengecek penornoran dan penarnaan titik bantu/poligon. 
f. Mengecek intGrval pengukuran potongan rnelintang. 
g. Data rinex untuk pengukuran GPS, dan 
h. Mernbuat laporan faktual yang berisikan hasil pe/aksanaan, jurnlah titik Bench Mark yang 

terpasang berikut deskripsi serta fotonya, jurnlah tilik poligon, foto-foto pengukuran, larnpiran 
iaporan harian, dan larnpiran data rnentah (data belurn diolah). 

6.3 Tahapan pengolahan data pengukuran 

Hal-ha/ yang harus diperhatikan adalah: 
a. Mernbuat penomoran dan penamaan titik pada sketsa atau data ukuran harus sesuai dengan 

hasil pengoiahan. 
b. Mengecek perangkat /unak yang digunakan untuk me/akukan pengolahan data. 
c. Mengecek apakah i1asil garnbar sudah sesuai dengan tata letak pada tahapan persiapan, dan 
d. Mernbuat laporan akhir yang terdiri dari larnpiran data pengolahan poligon, sipat datar, situasi, 

garnbar dalarn bentuk hardcopy rnaupun softcopy. 

6.4 Tahapan desain 

Hal-ha/ yang harus diperhatikan adalah: 
a. Ketersediaan data koordinat centerline dari desain jalan. 
b. Koordinat penampang melintang. 
c. Perhitungan volume, dan 
d. Koordinat batas luar daerah tirnbunan dan galian. 

6.5 Tahapan pelaksanaan konstruksi 

Hal-ha! yang harus diperhatikan adalah: 
a. Mernastikan elevasi dan posisi horizontal dari suatu objek konstruksi telah sesuai dengan 

desain. 
b. Titik kontrol dan titik bantu terletak di posisi yang re!atif arnan. 
c. Mernastikan a/at-al at ukur selalu ada di lapangan beserta operatornya, dan 
d. Data pengukuran harus se/alu diminta kepada pelaksana konstruksi. 
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6.6 Konstruksi selesai 

Hai-hal yang harus diperhatikan adalah: 
a. Mengukur kembali hasil xonstruksi dengan mengacu pada titik kontrol atau titik bantu yahg 

telah ada untuk menghasilkan gambar santir. 
b. Tahapan ini merupakan pengulangan dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

pengolahan data pengukuran. 
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